
 
 

 
 

GUBERNUR JAMBI 

 
PERATURAN GUBERNUR JAMBI 

NOMOR  29  TAHUN  2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 28 TAHUN 2010 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAMBI, 

Menimbang : a. bahwa pemberian insentif kepada pejabat dan pegawai 

Instansi Pelaksana Pemungut pajak secara proporsional 

mengacu pada ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dengan meningkatkan kinerja, 

instansi, pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan 

daerah dipandang perlu untuk melakukan perubahan 

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pan pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak daerah; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

Jambi tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi 

Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1646); 

 

 

 

2.Undang…….. 
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  2. Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor  3262) sebagaimana  telah  

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas  Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

129,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3987); 

  3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor  4437)  sebagaimana  telah  

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004  Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);  

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578);  

   8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  
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  10. Peraturan Presiden Republik Indoensia  Nomor 36 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas tarif Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor;               

  11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3 );  

  12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 

Tahun 2011 Nomor 6); 

  13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tentang 

uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jambi; 

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 tentang 

Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 

Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi; 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 28 TAHUN 2010 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.  

Pasal  I 

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 28), dalam  Pasal 7 ayat (1) 

huruf a, b, c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :  

 
Pasal 7 

(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) huruf a, b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan 

berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun anggaran sebelumnya 

dengan ketentuan : 

a. di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 

(enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 

b. Rp. 1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 

2.500.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 

(tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. 

(2) Besaran pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan  sebesar 8 % (delapan perseratus) 

dari besarnya insentif  yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 

6. 

(3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan 

ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. 

 
Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal  3  April  2013  
 

GUBERNUR JAMBI, 
 

ttd 
 
H.HASAN BASRI AGUS 

 
Diundangkan di Jambi 

pada tanggal   3 April  2013 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, 
 

ttd 
 

          H.SYAHRASADDIN 

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR   29 
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